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ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Ra-
kyat Daerah Kabupaten Lahat. Masalah difokuskan pada efektivitas pelaksanaan tugas, kedisiplinan,
kualitas pelayanan administrasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja organisa-
si. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari manajemen kinerja dan administrasi
publik yang menekankan hubungan antara kompetensi, motivasi, disiplin, dan kualitas pelayanan bi-
rokrasi. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian
dianalisis secara kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Kajian ini menyimpulkan bahwa kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat secara umum
berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat kendala pada aspek disiplin waktu dan op-
timalisasi pelayanan administrasi. Peningkatan kinerja memerlukan penguatan pengawasan internal,
pengembangan kompetensi pegawai, serta sistem evaluasi berbasis indikator terukur untuk mendu-
kung profesionalisme birokrasi daerah.

Kata Kunci: kinerja pegawai; administrasi publik; disiplin kerja; pelayanan publik; Sekretariat DPRD.

1. PENDAHULUAN

Kinerja aparatur pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan efektivi-
tas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tuntutan terhadap organisasi publik tidak lagi hanya berkaitan
dengan kemampuan menjalankan prosedur administratif, tetapi juga mencakup kemampuan menghasilk-
an pelayanan yang efektif, responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan tun-
tutan masyarakat, perkembangan teknologi, serta semakin kompleksnya persoalan pemerintahan meng-
haruskan organisasi publik memiliki sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas secara profe-
sional dan berorientasi pada hasil. OECD/ADB (2019) menegaskan bahwa sektor publik membutuhkan
aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan,
sementara sistem manajemen kinerja diperlukan untuk menghubungkan kinerja individu dengan tujuan
organisasi. Dengan demikian, kualitas kinerja pegawai merupakan bagian penting dari kapasitas institusi

pemerintahan dalam menghasilkan pelayanan dan mencapai tujuan organisasi.
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Dalam perspektif manajemen kinerja, kinerja pegawai tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir
pekerjaan, tetapi sebagai proses yang melibatkan penetapan tujuan, pelaksanaan pekerjaan, pengukur-
an, pemberian umpan balik, pengembangan kompetensi, dan evaluasi secara berkelanjutan. Armstrong
dan Taylor (2020) menjelaskan bahwa manajemen kinerja merupakan proses yang bertujuan memastik-
an bahwa kinerja individu dan tim mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sejalan dengan pandangan
tersebut, Aguinis (2019) menempatkan manajemen kinerja sebagai proses berkelanjutan untuk mengiden-
tifikasi, mengukur, mengembangkan, dan mengelola kinerja individu agar selaras dengan tujuan strategis
organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, pendekatan tersebut menjadi penting karena kinerja pegawai
pada akhirnya berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan kemampuan organisasi memenuhi mandat
yang diberikan kepadanya.

Konteks tersebut menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan penye-
lenggaraan pemerintahan daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
(Republik Indonesia, 2014). Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD merupakan salah satu unsur
penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah, sedangkan pelaksanaan fungsi DPRD didu-
kung oleh perangkat daerah berupa Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, kualitas kinerja pegawai pada
Sekretariat DPRD memiliki arti strategis karena berkaitan dengan tersedianya dukungan administratif
dan teknis bagi pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD.

Sekretariat DPRD memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda dibandingkan dengan organi-
sasi pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pegawai Sekretariat DPRD harus
mampu memberikan dukungan administratif, keuangan, persidangan, dokumentasi, penyediaan bahan ra-
pat, serta berbagai kebutuhan teknis yang mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Kompleksitas tersebut
membutuhkan koordinasi antarbagian, ketepatan waktu, penguasaan prosedur, kemampuan beradaptasi
terhadap perubahan agenda, serta kemampuan merespons kebutuhan anggota DPRD dan pimpinan seca-
ra cepat dan tepat. Dengan demikian, kinerja pegawai Sekretariat DPRD tidak hanya dapat dilihat dari
jumlah pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, responsivitas,
koordinasi, dan kemampuan memberikan dukungan administratif secara konsisten.

Dalam konteks manajemen sumber daya manusia sektor publik, kompetensi menjadi salah satu
faktor penting yang berkaitan dengan kinerja pegawai. OECD/ADB (2019) menjelaskan bahwa manaje-
men kompetensi membantu pemerintah mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
dibutuhkan untuk suatu jabatan serta menyediakan standar untuk menilai kinerja pegawai. Kompetensi ju-
ga dapat diintegrasikan ke dalam proses pengembangan karier, pembelajaran, promosi, dan manajemen
kinerja. Dengan demikian, pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan
memiliki dasar kapasitas yang lebih kuat untuk melaksanakan tugas secara efektif. Dalam konteks Sek-
retariat DPRD, kompetensi tersebut mencakup antara lain penguasaan administrasi pemerintahan, pema-
haman prosedur persidangan dan kelembagaan DPRD, kemampuan pengelolaan dokumen, kemampuan
koordinasi, serta kemampuan menggunakan teknologi pendukung pekerjaan.

Selain kompetensi, disiplin kerja merupakan aspek penting dalam pencapaian kinerja organisasi
publik. Disiplin berkaitan dengan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan organisasi, kehadiran, ketepat-
an waktu, penyelesaian tugas, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja. Dalam organisasi pemerintahan,
disiplin memiliki arti penting karena pelayanan dan administrasi pemerintahan berlangsung berdasarkan
jadwal, prosedur, serta pembagian tugas yang saling berkaitan. Keterlambatan atau ketidaktepatan pelak-
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sanaan tugas pada satu unit dapat memengaruhi pekerjaan unit lainnya. Oleh karena itu, disiplin tidak
hanya menjadi persoalan perilaku individual, tetapi juga menjadi bagian dari kapasitas organisasi dalam
menjaga konsistensi dan reliabilitas pelayanan.

Aspek lain yang berkaitan dengan kinerja adalah motivasi kerja. Motivasi menentukan sejauh
mana pegawai bersedia mengerahkan usaha untuk melaksanakan pekerjaan dan mencapai tujuan organi-
sasi. Ryan dan Deci (2000) melalui Self-Determination Theory menjelaskan bahwa motivasi manusia
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan psikologis terhadap kompetensi, otonomi, dan keterhubungan
sosial. Dalam organisasi publik, motivasi pegawai dapat berkembang ketika individu memiliki kesem-
patan untuk menggunakan kompetensinya, memperoleh dukungan organisasi, memiliki hubungan kerja
yang positif, dan memahami kontribusi pekerjaannya terhadap tujuan organisasi. Dengan demikian, pe-
ningkatan kinerja tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan dan pengawasan, tetapi juga membutuhkan
lingkungan organisasi yang mampu mempertahankan motivasi pegawai.

Kinerja pegawai juga berkaitan dengan keberadaan sistem pengawasan dan evaluasi yang mampu
memberikan informasi mengenai pencapaian pekerjaan. OECD (2025) menjelaskan bahwa sistem mana-
jemen kinerja yang efektif membantu menghubungkan tindakan pegawai dengan tujuan tim, organisasi,
dan pelayanan publik. Evaluasi kinerja juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kete-
rampilan, kebutuhan pengembangan, serta potensi perbaikan organisasi. Dalam konteks pemerintahan,
indikator kinerja yang jelas memungkinkan organisasi mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan
sesuai target dan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan internal dan evaluasi berbasis
indikator dapat menjadi instrumen untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memperbaiki kinerja pegawai.

Kebutuhan terhadap penguatan manajemen kinerja juga sejalan dengan arah reformasi birokrasi di
Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menempatkan terwu-
judnya ASN yang profesional serta instansi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagai bagian
dari sasaran kinerja pemerintah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai tidak dapat dipisahkan dari
agenda yang lebih luas mengenai profesionalisme aparatur, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pela-
yanan publik. Karena itu, organisasi perangkat daerah perlu memiliki mekanisme pengelolaan kinerja
yang mampu menghubungkan kompetensi, perilaku kerja, target organisasi, dan hasil pelayanan.

Dalam konteks Kabupaten Lahat, Sekretariat DPRD merupakan organisasi yang memiliki peran
penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Berdasarkan penelitian awal yang menjadi dasar
kajian ini, efektivitas pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat secara umum telah ber-
jalan cukup baik, terutama dalam penyelesaian dokumen sidang, penyediaan bahan rapat, dan pelaksanaan
administrasi kesekretariatan. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya sejumlah persoalan
operasional, antara lain keterlambatan penyelesaian dokumen pada periode beban kerja tinggi, hambatan
koordinasi antarbagian, variasi responsivitas terhadap permintaan mendadak, belum optimalnya indika-
tor waktu pelayanan, keterbatasan pengembangan kompetensi yang terstruktur, serta belum optimalnya
penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik. :contentReference[oaicite:1]index=1 :contentRefe-
rence[oaicite:2]index=2

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat
tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan apakah tugas telah diselesaikan atau belum. Kinerja perlu di-
lihat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas, disiplin kerja,
kualitas pelayanan administrasi, kompetensi pegawai, dukungan pimpinan, sistem pengawasan, beban
kerja, serta dukungan infrastruktur. Hasil penelitian sebelumnya dalam naskah ini menunjukkan bahwa
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kompetensi teknis dan pengalaman kerja menjadi modal penting dalam pelaksanaan tugas, sedangkan
dukungan pimpinan melalui arahan dan penyediaan sumber daya turut memperkuat pelaksanaan pekerja-
an. Pada sisi lain, sistem evaluasi yang belum sepenuhnya berbasis indikator terukur, beban kerja yang
berfluktuasi, dan keterbatasan infrastruktur digital menjadi faktor yang dapat menghambat kinerja. :con-
tentReference[oaicite:3]index=3

Meskipun kajian mengenai kinerja aparatur pemerintah telah banyak dilakukan, penelitian yang
secara spesifik mengkaji kinerja pegawai pada Sekretariat DPRD di tingkat kabupaten dengan menginte-
grasikan aspek efektivitas tugas, disiplin, kualitas pelayanan administrasi, kompetensi, motivasi, penga-
wasan internal, dan dukungan organisasi masih perlu dikembangkan. Penelitian pada konteks Sekretariat
DPRD penting karena karakteristik pekerjaannya sangat berkaitan dengan dinamika agenda DPRD, ke-
butuhan administratif yang bersifat periodik maupun mendadak, serta tuntutan koordinasi lintasunit. De-
ngan demikian, analisis kinerja pada organisasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual
mengenai bagaimana faktor individu dan faktor organisasi memengaruhi pelaksanaan tugas administratif
pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan mengham-
bat pencapaian kinerja. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan tugas, disiplin kerja, kua-
litas pelayanan administrasi, kompetensi pegawai, dukungan pimpinan, pengawasan internal, serta faktor
organisasi lainnya yang ditemukan selama penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan manajemen kinerja pada organisasi perangkat daerah, khususnya mela-
Iui penguatan kompetensi pegawai, penyusunan indikator kinerja yang terukur, peningkatan koordinasi
internal, penguatan pengawasan, dan pemanfaatan sistem digital untuk mendukung proses administrasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis
kinerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ber-
fokus pada pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan tugas pegawai, kedisiplinan, kualitas
pelayanan administrasi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian kinerja organi-
sasi. Subjek penelitian adalah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat yang terlibat dalam pelayanan
administrasi dan dukungan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD. Informan dipilih menggunakan
teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan jabatan, keterlibatan dalam proses kerja, serta
pengetahuan informan terhadap aktivitas dan permasalahan organisasi. Fokus penelitian mencakup efek-
tivitas pelaksanaan tugas, disiplin kerja, kualitas pelayanan administrasi, kompetensi pegawai, dukungan
pimpinan, pengawasan internal, serta faktor organisasi yang berkaitan dengan kinerja pegawai. Pendekat-
an kualitatif digunakan agar kondisi kinerja dapat dipahami berdasarkan pengalaman dan informasi yang
diperoleh langsung dari aktor yang terlibat dalam proses kerja organisasi (Creswell and Creswell, 2018;
Yin, 2018).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi doku-
mentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas, kedisiplinan,
kualitas pelayanan administrasi, koordinasi antarbagian, kompetensi, dukungan pimpinan, pengawasan,
serta berbagai kendala yang dihadapi pegawai dalam menjalankan pekerjaan. Observasi digunakan un-
tuk mengamati secara langsung aktivitas kerja dan proses pelayanan administrasi pada Sekretariat DPRD
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Kabupaten Lahat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi melalui dokumen dan
laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kinerja organisasi. Data yang diperoleh dianalisis
secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan
sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldafia (2014). Keabsahan informasi dilakuk-
an dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh gambaran
yang lebih utuh mengenai kinerja pegawai serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelak-
sanaan tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai merupakan salah satu konsep utama dalam manajemen sumber daya manusia dan
administrasi publik karena menggambarkan sejauh mana individu mampu melaksanakan tugas dan mem-
berikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kinerja tidak hanya berkaitan dengan jumlah
pekerjaan yang dapat diselesaikan, tetapi juga mencakup kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, perilaku
kerja, tanggung jawab, serta kontribusi individu terhadap efektivitas organisasi. Aguinis (2019) men-
jelaskan bahwa manajemen kinerja merupakan proses berkelanjutan yang meliputi identifikasi, pengu-
kuran, pengembangan, dan pengelolaan kinerja individu agar selaras dengan tujuan strategis organisasi.
Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kinerja perlu dipahami sebagai proses yang berlangsung secara
berkelanjutan dan tidak hanya sebagai hasil evaluasi pada akhir periode kerja.

Armstrong dan Taylor (2020) juga menempatkan kinerja sebagai bagian integral dari pengelolaan
sumber daya manusia. Manajemen kinerja diarahkan untuk memastikan bahwa individu dan tim memaha-
mi apa yang harus dicapai, memiliki kemampuan untuk mencapainya, memperoleh dukungan organisasi,
serta mendapatkan umpan balik mengenai hasil pekerjaannya. Dengan demikian, kinerja pegawai meru-
pakan hasil interaksi antara kapasitas individu, motivasi, lingkungan organisasi, kepemimpinan, sistem
penghargaan, serta mekanisme pengelolaan kinerja.

Dalam organisasi publik, konsep kinerja memiliki dimensi yang lebih luas karena hasil kerja pega-
wai tidak hanya diarahkan untuk mencapai target internal organisasi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas
pelayanan dan pemenuhan kepentingan publik. Dwiyanto (2018) menjelaskan bahwa kinerja birokrasi
publik dapat dilihat melalui berbagai dimensi yang berkaitan dengan produktivitas, kualitas pelayanan,
responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kinerja pegawai pada organisasi peme-
rintah perlu dikaitkan dengan kemampuan organisasi memberikan pelayanan secara efektif, tepat, respon-
sif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penelitian ini, kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat dipahami se-
bagai kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas administratif dan teknis untuk mendukung pelak-
sanaan fungsi DPRD. Berdasarkan fokus penelitian dalam naskah, kinerja dianalisis melalui efektivitas
pelaksanaan tugas, disiplin kerja, kualitas pelayanan administrasi, serta faktor pendukung dan pengham-

bat kinerja. :contentReference[oaicite:1]index=1
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3.2. Kinerja dalam Perspektif Administrasi Publik

Kinerja organisasi publik tidak dapat dipisahkan dari karakteristik birokrasi sebagai penyelengga-
ra pelayanan dan administrasi pemerintahan. Berbeda dengan organisasi privat yang orientasinya banyak
dikaitkan dengan keuntungan, organisasi publik memiliki tujuan yang lebih kompleks, yaitu melaksanak-
an mandat pemerintahan, memberikan pelayanan, menjalankan regulasi, serta mempertanggungjawabkan
penggunaan sumber daya publik.

Dwiyanto (2018) mengemukakan bahwa penilaian kinerja birokrasi publik perlu mempertim-
bangkan produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Produkti-
vitas berkaitan dengan kemampuan organisasi menghasilkan keluaran sesuai dengan sumber daya yang
digunakan. Kualitas pelayanan berkaitan dengan pengalaman dan penilaian pengguna terhadap layanan
yang diberikan. Responsivitas berkaitan dengan kemampuan organisasi mengenali dan merespons kebu-
tuhan masyarakat, sedangkan responsibilitas dan akuntabilitas berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap aturan serta pertanggungjawaban organisasi.

Perspektif tersebut relevan untuk menganalisis kinerja Sekretariat DPRD karena organisasi ini
menjalankan fungsi pelayanan administratif dan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas DPRD. De-
ngan demikian, kinerja pegawai tidak cukup diukur berdasarkan penyelesaian pekerjaan secara internal,
tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan memberikan dukungan administratif secara tepat waktu, akurat,
responsif, dan sesuai prosedur.

3.3. Kompetensi Pegawai

Kompetensi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan individu dalam
melaksanakan pekerjaan. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta perilaku
yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu. Armstrong dan Taylor (2020) menempatkan pengem-
bangan kompetensi sebagai bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia karena organisasi
membutuhkan pegawai yang memiliki kapasitas sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Dalam sektor publik, kompetensi menjadi semakin penting karena aparatur menghadapi lingkung-
an kerja yang kompleks, regulasi yang terus berkembang, kebutuhan pelayanan yang beragam, serta tun-
tutan penggunaan teknologi. OECD dan Asian Development Bank (2019) menjelaskan bahwa sistem
manajemen kompetensi sektor publik membantu pemerintah mengidentifikasi pengetahuan, keterampil-
an, dan perilaku yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Pendekatan
berbasis kompetensi juga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan karier, pembelajaran, penempat-
an pegawai, dan pengelolaan kinerja.

Pada Sekretariat DPRD, kompetensi pegawai berkaitan dengan kemampuan memahami prosedur
administrasi pemerintahan, administrasi persidangan, pengelolaan dokumen, administrasi keuangan, koo-
rdinasi, komunikasi, serta penggunaan teknologi informasi. Penelitian dalam naskah menunjukkan bahwa
kompetensi teknis dan pengalaman kerja merupakan faktor pendukung penting dalam pelaksanaan tugas
pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat. :contentReference[oaicite:2]index=2

Dengan demikian, kompetensi dapat dipandang sebagai modal dasar yang memungkinkan pega-
wai melaksanakan pekerjaan secara efektif. Semakin sesuai kompetensi yang dimiliki pegawai dengan
tuntutan pekerjaan, semakin besar kemampuan pegawai untuk menyelesaikan tugas sesuai standar yang
ditetapkan.
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3.4. Motivasi Kerja

Motivasi kerja berkaitan dengan dorongan yang menyebabkan seseorang bersedia mengerahk-
an usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, motivasi memiliki peran penting karena
kemampuan pegawai tidak secara otomatis menghasilkan kinerja apabila tidak disertai kemauan untuk
menggunakan kemampuan tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan.

Ryan dan Deci (2000) melalui Self-Determination Theory menjelaskan bahwa motivasi manusia
berkaitan dengan pemenuhan tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu autonomy, competence, dan related-
ness. Autonomy berkaitan dengan pengalaman memiliki ruang untuk mengarahkan tindakan, competence
berkaitan dengan perasaan mampu dan efektif dalam menjalankan tugas, sedangkan relatedness berkaitan
dengan hubungan positif dengan orang lain. Ketiga aspek tersebut dapat memengaruhi kualitas keterli-
batan individu dalam pekerjaan.

Dalam organisasi pemerintahan, motivasi pegawai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seper-
ti kesempatan pengembangan, dukungan pimpinan, penghargaan, hubungan kerja, kejelasan tugas, serta
persepsi mengenai pentingnya pekerjaan yang dilakukan. Armstrong dan Taylor (2020) menempatkan
motivasi sebagai salah satu unsur penting dalam pengelolaan sumber daya manusia karena motivasi ber-
kaitan dengan kemauan individu untuk memberikan usaha dan mempertahankan perilaku kerja.

Dalam konteks Sekretariat DPRD, motivasi menjadi penting karena pegawai harus menghadapi
pekerjaan yang dapat berubah sesuai dengan agenda kelembagaan DPRD. Perubahan jadwal rapat, kebu-
tuhan dokumen secara mendadak, dan intensitas pekerjaan pada periode tertentu membutuhkan kesiapan
dan kemauan pegawai untuk menyesuaikan diri. Oleh karena itu, motivasi menjadi salah satu faktor yang
relevan dalam menjelaskan kinerja pegawai.

3.5. Disiplin Kerja

Disiplin kerja merupakan aspek yang berkaitan dengan kepatuhan pegawai terhadap aturan, pro-
sedur, jadwal, dan standar kerja organisasi. Disiplin dapat tercermin melalui kehadiran, ketepatan waktu,
kepatuhan terhadap ketentuan organisasi, serta konsistensi dalam menyelesaikan tugas.

Dalam organisasi pemerintahan, disiplin memiliki arti penting karena pelaksanaan pekerjaan
umumnya terikat oleh regulasi, prosedur, pembagian tugas, dan jadwal pelayanan. Ketidaktepatan waktu
atau ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat menghambat proses administrasi dan memengaruhi peker-
jaan unit lainnya. Oleh karena itu, disiplin bukan hanya berkaitan dengan perilaku individual, tetapi juga
berhubungan dengan efektivitas organisasi.

Mangkunegara (2017) menempatkan disiplin sebagai salah satu aspek perilaku kerja yang berkait-
an dengan pelaksanaan tugas dalam organisasi. Dalam konteks manajemen aparatur sipil negara, disiplin
juga merupakan bagian dari pengelolaan pegawai yang memiliki dasar regulatif melalui Peraturan Peme-
rintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020.

Temuan penelitian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa disiplin ker-
ja secara umum cukup baik, tetapi masih terdapat keterlambatan penyelesaian dokumen tertentu ketika
organisasi menghadapi periode beban kerja yang tinggi. :contentReference[oaicite:3]index=3 Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa disiplin kerja perlu dilihat bersama dengan faktor beban kerja, koordinasi,
dan mekanisme pengawasan.
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3.6. Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan mekanisme organisasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan ke-
giatan berjalan sesuai dengan tujuan, ketentuan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan
tidak hanya berfungsi menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan informasi yang dapat digunakan
untuk melakukan perbaikan.

Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan internal berkaitan erat dengan akuntabilitas dan pe-
ngendalian penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pengendalian yang baik membantu organisasi mengi-
dentifikasi risiko, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, serta memberikan informasi mengenai pen-
capaian tujuan organisasi.

Dalam perspektif manajemen kinerja, pengawasan dapat dihubungkan dengan proses monitoring
dan pemberian umpan balik. Aguinis (2019) menjelaskan bahwa evaluasi dan umpan balik merupakan
bagian penting dari manajemen kinerja karena memungkinkan organisasi mengetahui kesenjangan antara
kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan secara teratur
dapat membantu pegawai mengetahui kesalahan, memperbaiki pekerjaan, dan meningkatkan konsistensi
kinerja.

Penelitian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa unit yang memperoleh
pengawasan rutin cenderung mampu menyelesaikan tugas secara lebih cepat. Naskah penelitian juga
merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan melalui checklist, jadwal monitoring, serta pe-
ngukuran standar waktu pelayanan. :contentReference[oaicite:4]index=4 Temuan tersebut menunjukkan
bahwa pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai instru-
men pembinaan dan peningkatan kinerja.

3.7. Kualitas Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan organisasi peme-
rintah untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Kualitas pelayanan administrasi berkaitan de-
ngan kemampuan organisasi memberikan layanan secara tepat, akurat, cepat, responsif, dan sesuai prose-
dur.

Dalam perspektif pelayanan publik, Dwiyanto (2018) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan me-
rupakan salah satu dimensi penting dalam menilai kinerja birokrasi. Pelayanan yang berkualitas tidak
hanya dilihat dari terselesaikannya suatu pekerjaan, tetapi juga dari kemampuan organisasi merespons
kebutuhan pengguna layanan.

Pada Sekretariat DPRD, pengguna layanan administrasi dapat mencakup anggota DPRD, pim-
pinan DPRD, perangkat daerah, maupun pihak lain yang membutuhkan dukungan administratif dan tek-
nis. Oleh karena itu, kualitas pelayanan administrasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen, ketepatan
informasi, kecepatan pelayanan, respons terhadap kebutuhan, serta kemampuan pegawai memberikan
dukungan sesuai dengan prosedur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi Sekretariat DPRD Kabupa-
ten Lahat secara umum dinilai memadai, khususnya dalam memastikan kelengkapan administrasi. Na-
mun, responsivitas terhadap permintaan mendadak masih bervariasi karena adanya prosedur verifikasi dan
keterbatasan sumber daya manusia tertentu pada waktu tertentu. :contentReference[oaicite:5]index=5
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3.8. Efektivitas Pelaksanaan Tugas

Efektivitas pelaksanaan tugas berkaitan dengan kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan tujuan, standar, prosedur, dan waktu yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya menun-
jukkan apakah suatu pekerjaan selesai, tetapi juga apakah pekerjaan tersebut menghasilkan keluaran yang
sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Aguinis (2019) menekankan pentingnya penyelarasan antara tujuan individu dan tujuan organisasi
dalam manajemen kinerja. Sementara itu, Armstrong dan Taylor (2020) menempatkan kejelasan tujuan,
standar kerja, umpan balik, dan pengembangan sebagai bagian penting dari pengelolaan kinerja.

Dalam konteks Sekretariat DPRD, efektivitas pelaksanaan tugas dapat dilihat melalui penyelesai-
an dokumen sidang, penyediaan bahan rapat, publikasi berita acara, administrasi keuangan, serta dukung-
an teknis terhadap kegiatan DPRD. Penelitian yang menjadi dasar kajian menunjukkan bahwa tugas-tugas
utama tersebut pada umumnya telah berjalan sesuai prosedur, tetapi masih terdapat hambatan koordinasi
antarbagian yang menyebabkan rekonsiliasi dokumen membutuhkan waktu tambahan. :contentReferen-
celoaicite:6]index=6

3.9. Manajemen Kinerja Pegawai Pemerintah

Manajemen kinerja pada organisasi pemerintah membutuhkan pendekatan yang mengintegrasik-
an tujuan organisasi, kompetensi, pelaksanaan tugas, pengukuran, evaluasi, dan pengembangan pegawai.
OECD (2025) menjelaskan bahwa sistem manajemen kinerja sektor publik dapat membantu menghu-
bungkan kinerja pegawai dengan tujuan organisasi dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pendekatan tersebut penting karena organisasi menghadapi
tuntutan untuk bekerja secara efektif sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya pu-
blik. Sistem manajemen kinerja yang baik membutuhkan indikator yang jelas, data yang dapat diukur,
monitoring berkala, serta mekanisme umpan balik yang memungkinkan pegawai memperbaiki kinerja-

nya.

Naskah penelitian menunjukkan bahwa sistem evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupa-
ten Lahat belum sepenuhnya berbasis indikator terukur. Keterbatasan indikator kuantitatif dan dashboard
kinerja menyulitkan organisasi melakukan perbaikan berbasis data. Selain itu, beban kerja yang mening-
kat pada periode tertentu dan belum optimalnya sistem pengelolaan dokumen elektronik menjadi faktor
yang dapat menghambat kinerja. :contentReference[oaicite:7]index=7

Dengan demikian, penguatan manajemen kinerja pada Sekretariat DPRD perlu diarahkan pada
pengembangan indikator kinerja yang terukur, sistem monitoring berkala, pengembangan kompetensi
berbasis kebutuhan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi.

3.10. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai kinerja pegawai pada organisasi publik umumnya menunjukkan bahwa kinerja
dipengaruhi oleh kombinasi faktor individu dan faktor organisasi. Kompetensi menjadi faktor penting
karena menentukan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas. Motivasi berkaitan dengan kema-
uan individu dalam mengerahkan usaha, sedangkan disiplin berhubungan dengan konsistensi perilaku
kerja terhadap aturan dan standar organisasi. Di sisi lain, pengawasan dan dukungan pimpinan berfungsi
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menciptakan kondisi organisasi yang memungkinkan pegawai melaksanakan tugas secara lebih terarah.

Penelitian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa kompetensi teknis, pe-
ngalaman kerja, dan dukungan pimpinan merupakan faktor pendukung kinerja. Sebaliknya, sistem eva-
luasi yang belum sepenuhnya terukur, beban kerja yang fluktuatif, serta keterbatasan infrastruktur digital
menjadi faktor penghambat. :contentReference[oaicite:8]index=8

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor
individual. Kinerja merupakan hasil interaksi antara kapasitas pegawai, motivasi, disiplin, pengawasan,
kepemimpinan, koordinasi, beban kerja, dan dukungan teknologi. Oleh karena itu, penelitian menge-
nai kinerja pegawai pada Sekretariat DPRD perlu menggunakan pendekatan yang mampu menangkap
keterkaitan antara faktor individual dan faktor organisasi.

3.11. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teoritis, penelitian ini menempatkan kompetensi, motivasi, disiplin, dan pe-
ngawasan internal sebagai aspek yang berkaitan dengan kinerja pegawai. Kinerja selanjutnya berkaitan
dengan kualitas pelayanan administrasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Kerangka konseptual penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kompetensi
Motivasi o . . . . . .
o — Kinerja Pegawai —  Kualitas Pelayanan Administrasi
Disiplin
Pengawasan Internal

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai dipahami sebagai hasil dari interaksi anta-
ra faktor kompetensi, motivasi, disiplin, dan pengawasan internal. Kinerja yang baik kemudian diharapk-
an tercermin dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan administrasi. Namun, karena
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, hubungan tersebut tidak diposisikan sebagai hubungan
kausal yang diuji secara statistik, melainkan sebagai kerangka analitis untuk memahami faktor-faktor
yang mendukung dan menghambat kinerja pegawai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Proses Administrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas pegawai pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Lahat telah berjalan cukup baik. Penyusunan dokumen persidangan, publikasi berita
acara, serta penyiapan bahan rapat pada umumnya dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berla-
ku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama Sekretariat DPRD sebagai organisasi pendukung
pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD telah berjalan. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup dukungan
administratif dan teknis yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan DPRD. Kejelasan tugas dan
prosedur kerja menjadi faktor penting karena memberikan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan
pekerjaan dan memperjelas pembagian tanggung jawab antarbagian.
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Meskipun pelaksanaan tugas secara umum berjalan baik, hasil penelitian menunjukkan masih ter-
dapat hambatan koordinasi antarbagian. Hambatan tersebut terutama terlihat dalam proses rekonsiliasi
dokumen yang pada kondisi tertentu membutuhkan waktu tambahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
penyelesaian pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individual pegawai, tetapi juga oleh kua-
litas koordinasi antarunit kerja. Armstrong dan Taylor (2020) menjelaskan bahwa efektivitas manajemen
kinerja membutuhkan kejelasan tujuan, pembagian tanggung jawab, koordinasi, serta umpan balik yang
memungkinkan organisasi melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dalam konteks Sekretariat DPRD,
koordinasi yang lebih baik diperlukan karena satu proses administrasi dapat melibatkan beberapa bagian
yang saling bergantung.

Temuan tersebut juga menunjukkan pentingnya sistem kerja yang terintegrasi. Apabila proses
administrasi masih bergantung pada komunikasi dan rekonsiliasi secara manual, kemungkinan terjadinya
keterlambatan akan semakin besar ketika volume pekerjaan meningkat. Oleh karena itu, perbaikan koo-
rdinasi lintasbagian dan pemanfaatan sistem administrasi yang lebih terintegrasi menjadi bagian penting
dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

4.2. Disiplin Kerja, Ketepatan Waktu, dan Kehadiran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat
secara umum berada pada kondisi cukup baik. Kehadiran harian relatif konsisten dan pekerjaan rutin
pada umumnya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun, masih ditemukan ke-
terlambatan dalam penyelesaian dokumen tertentu ketika terjadi peningkatan beban kerja, terutama pada
periode persiapan kegiatan atau rapat yang bersifat mendesak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa per-
soalan disiplin tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan pula dengan kemampuan organisasi mengelola beban
kerja dan mengalokasikan sumber daya manusia secara tepat.

Disiplin kerja memiliki arti penting dalam organisasi pemerintahan karena aktivitas administrasi
berlangsung berdasarkan jadwal, prosedur, dan pembagian tugas yang saling berkaitan. Keterlambatan
pada satu tahapan dapat memengaruhi tahapan pekerjaan berikutnya. Mangkunegara (2017) menempatk-
an disiplin sebagai salah satu aspek perilaku kerja yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Dalam
konteks manajemen kinerja, disiplin juga perlu dikaitkan dengan sistem monitoring dan umpan balik
sehingga pegawai mengetahui standar pekerjaan yang harus dicapai (Aguinis, 2019).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa unit kerja dengan pengawasan rutin cenderung mampu
menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme monitoring menjadi pen-
ting, misalnya melalui checklist pekerjaan, jadwal monitoring, dan penetapan standar waktu penyelesaian
tugas. Pendekatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga memban-
tu organisasi mengidentifikasi titik-titik pekerjaan yang mengalami keterlambatan sehingga dapat segera
dilakukan tindakan perbaikan. Temuan mengenai disiplin dan kebutuhan monitoring tersebut sejalan de-
ngan hasil penelitian yang menunjukkan adanya keterlambatan pada dokumen tertentu ketika beban kerja
meningkat. turn2file0L86-L.102

4.3. Kualitas Pelayanan Administrasi dan Responsivitas

Kinerja pegawai Sekretariat DPRD juga tercermin dari kualitas pelayanan administrasi yang di-
berikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dukungan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan
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bahwa kualitas pelayanan administrasi secara umum dinilai memadai, terutama dalam memastikan ke-
lengkapan dokumen dan kebutuhan administratif kegiatan DPRD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pegawai telah mampu menjalankan fungsi pelayanan internal sesuai dengan tugas yang diberikan.

Namun demikian, responsivitas terhadap permintaan yang bersifat mendadak masih menunjukkan
variasi. Beberapa permintaan membutuhkan waktu lebih lama karena adanya prosedur verifikasi internal
dan keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian tertentu pada waktu tertentu. Temuan tersebut
menunjukkan adanya hubungan antara kualitas pelayanan dengan kapasitas organisasi. Pelayanan yang
responsif tidak hanya membutuhkan kemauan pegawai untuk memberikan pelayanan, tetapi juga membu-
tuhkan prosedur yang efisien, ketersediaan sumber daya manusia, serta sistem informasi yang mendukung.

Dalam perspektif administrasi publik, Dwiyanto (2018) menempatkan kualitas pelayanan dan res-
ponsivitas sebagai bagian penting dalam menilai kinerja organisasi publik. Kinerja pelayanan tidak cukup
dinilai berdasarkan apakah suatu pekerjaan telah selesai, tetapi juga berdasarkan kemampuan organisasi
merespons kebutuhan pengguna layanan secara tepat dan cepat. Dalam konteks Sekretariat DPRD, prin-
sip tersebut berarti bahwa penyelesaian dokumen harus disertai dengan ketepatan informasi, kecepatan
respons, dan kesesuaian dengan kebutuhan kegiatan DPRD.

Hasil analisis dokumen juga menunjukkan bahwa belum seluruh alur pelayanan memiliki indi-
kator waktu penyelesaian yang jelas. Kondisi tersebut menyulitkan organisasi untuk mengukur apakah
suatu layanan telah diselesaikan sesuai standar. Oleh karena itu, penetapan standar waktu pelayanan atau
service level agreement (SLA) internal dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperjelas target pela-
yanan dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, penggunaan aplikasi pengelolaan dokumen elektronik
dapat membantu mempercepat proses verifikasi dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme ma-
nual. Temuan mengenai kualitas pelayanan dan variasi responsivitas tersebut secara langsung didukung
oleh data penelitian dalam naskah sumber. turn2fileOL103-L114

4.4. Kompetensi, Pengalaman, dan Dukungan Pimpinan sebagai Faktor Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis dan pengalaman kerja merupakan faktor
yang mendukung kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat. Pegawai yang memiliki pengua-
saan terhadap administrasi legislatif dan prosedur kerja memiliki modal yang lebih baik dalam menyele-
saikan tugas. Pengalaman kerja juga membantu pegawai memahami pola pekerjaan, prosedur organisasi,
serta karakteristik kebutuhan administrasi DPRD.

Kompetensi merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia
karena menentukan kemampuan individu dalam melaksanakan pekerjaan. Armstrong dan Taylor (2020)
menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia perlu diarahkan pada peningkatan pengetahuan
dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Dalam sektor publik, OECD dan Asian
Development Bank (2019) juga menempatkan kompetensi sebagai bagian penting dari kapasitas aparatur
untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif.

Selain kompetensi dan pengalaman, dukungan pimpinan juga menjadi faktor yang memperkuat
pelaksanaan tugas. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian arahan, penyediaan sumber daya, penye-
lesaian persoalan koordinasi, serta legitimasi terhadap keputusan yang diperlukan dalam proses kerja.
Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil interaksi antara kapasitas individu dan
lingkungan organisasi. Pegawai yang memiliki kompetensi memadai tetap membutuhkan dukungan or-
ganisasi agar kompetensinya dapat digunakan secara optimal.
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Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan internal masih bersi-
fat sporadis dan belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan kompetensi yang terukur. Kondisi tersebut
menunjukkan perlunya training needs analysis sebagai dasar penyusunan program pengembangan SDM.
Pelatihan yang dirancang berdasarkan kesenjangan kompetensi akan lebih relevan dengan kebutuhan pe-
kerjaan dibandingkan pelatihan yang hanya dilaksanakan secara umum. Temuan mengenai kompetensi,
pengalaman, dukungan pimpinan, dan kebutuhan pengembangan SDM tersebut terdapat dalam hasil pe-
nelitian sumber. turn2fileOL115-L125

4.5. Sistem Evaluasi, Beban Kerja, dan Infrastruktur sebagai Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, penelitian menemukan beberapa faktor yang menghambat optimalisa-
si kinerja pegawai. Salah satunya adalah sistem evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya menggunakan
indikator terukur. Keterbatasan indikator kuantitatif dan belum optimalnya penggunaan dashboard kiner-
ja menyebabkan organisasi mengalami kesulitan dalam memperoleh gambaran kinerja secara cepat dan
berbasis data.

Kondisi tersebut penting karena evaluasi kinerja seharusnya tidak hanya dilakukan untuk membe-
rikan penilaian terhadap pegawai, tetapi juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan
kebutuhan pengembangan. Aguinis (2019) menjelaskan bahwa manajemen kinerja merupakan proses
berkelanjutan yang mencakup pengukuran, pemberian umpan balik, pengembangan, dan penyelarasan
kinerja individu dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, indikator kinerja yang jelas diperlukan agar
evaluasi dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses kerja.

Faktor lain yang ditemukan adalah beban kerja yang mengalami peningkatan pada periode terten-
tu. Rapat besar, perubahan jadwal secara mendadak, dan kebutuhan penyelesaian dokumen dalam waktu
singkat dapat menyebabkan penumpukan pekerjaan. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi ketepat-
an waktu dan kualitas penyelesaian tugas. Dengan demikian, pengelolaan kinerja perlu disertai dengan
pengelolaan beban kerja yang adaptif, termasuk pengaturan prioritas, pembagian tugas, dan apabila di-

perlukan rotasi pekerjaan pada periode tertentu.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi faktor penghambat. Sistem pengelolaan dokumen elek-
tronik yang belum optimal menyebabkan sebagian proses administrasi masih bergantung pada mekanis-
me manual. Kondisi tersebut dapat memperlambat proses verifikasi dan meningkatkan kebutuhan ko-
ordinasi antarbagian. Pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi berpotensi meningkatkan kecepatan
pencarian dokumen, transparansi proses, dan kemampuan monitoring pekerjaan. Temuan mengenai sis-
tem evaluasi, beban kerja, dan infrastruktur tersebut secara eksplisit ditemukan dalam penelitian sumber.
turn2file0L126-L.136

4.6. Pembahasan Kinerja Pegawai dalam Perspektif Manajemen Kinerja

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Sekretariat DPRD Ka-
bupaten Lahat berada dalam kondisi cukup baik, terutama dalam menjalankan fungsi inti administrasi
dan dukungan teknis terhadap kegiatan DPRD. Namun, kinerja tersebut masih menghadapi sejumlah per-
soalan yang berkaitan dengan koordinasi, disiplin waktu pada periode beban kerja tinggi, responsivitas,

sistem evaluasi, pengembangan kompetensi, dan infrastruktur digital.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai tidak dapat dijelaskan hanya melalui fak-
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tor individual. Kompetensi dan pengalaman memang memberikan kapasitas bagi pegawai untuk me-
nyelesaikan pekerjaan, tetapi kapasitas tersebut perlu didukung oleh kepemimpinan, koordinasi, sistem
pengawasan, pembagian beban kerja, dan infrastruktur yang memadai. Dengan kata lain, peningkatan ki-
nerja membutuhkan pendekatan yang menggabungkan pengembangan individu dan pembenahan sistem
organisasi.

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep manajemen kinerja yang dikemukakan Aguinis (2019),
bahwa peningkatan kinerja membutuhkan proses yang berkelanjutan mulai dari penetapan tujuan, pelak-
sanaan, monitoring, evaluasi, umpan balik, hingga pengembangan. Armstrong dan Taylor (2020) juga
menekankan pentingnya hubungan antara tujuan organisasi, kemampuan individu, dukungan organisasi,
dan evaluasi dalam sistem manajemen kinerja.

Dari perspektif administrasi publik, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan ki-
nerja pegawai pada akhirnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi. Dwiyanto
(2018) menempatkan produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas
sebagai dimensi penting dalam melihat kinerja birokrasi publik. Dalam konteks Sekretariat DPRD, pe-
ningkatan kinerja pegawai akan mendukung kemampuan organisasi menyediakan dokumen, informasi,
dan dukungan teknis secara lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.7. Implikasi terhadap Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat diarahkan untuk memper-
kuat kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat. Pertama, organisasi perlu menyusun indikator kinerja
yang jelas dan terukur untuk setiap unit kerja sehingga pencapaian tugas dapat dimonitor secara objek-
tif. Kedua, sistem monitoring dan pelaporan perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital agar
organisasi dapat memperoleh informasi kinerja secara lebih cepat.

Ketiga, pengembangan kompetensi perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan pekerjaan melalui tra-
ining needs analysis. Program pelatihan perlu diarahkan pada kompetensi yang benar-benar dibutuhkan
dalam pelaksanaan administrasi legislatif, pengelolaan dokumen, penggunaan teknologi, koordinasi, dan
pelayanan administrasi. Keempat, pengelolaan beban kerja perlu diperbaiki agar peningkatan volume pe-
kerjaan pada periode tertentu tidak menyebabkan keterlambatan penyelesaian tugas. Kelima, pengawasan
internal perlu diperkuat melalui mekanisme monitoring yang transparan dan konsisten.

Rekomendasi tersebut sesuai dengan temuan penelitian yang mengidentifikasi kebutuhan terha-
dap indikator kinerja terukur, sistem monitoring dan pelaporan digital, pelatihan terencana, pengaturan
beban kerja, serta penguatan pengawasan internal. :contentReference[oaicite:1]index=1 Dengan demi-
kian, peningkatan kinerja Sekretariat DPRD tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas individu
pegawai, tetapi juga pembenahan sistem organisasi yang mendukung pegawai dalam melaksanakan tugas
secara efektif, efisien, dan akuntabel.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Lahat secara umum berada dalam kondisi cukup baik. Pelaksanaan tugas administratif dan
dukungan teknis terhadap kegiatan DPRD pada umumnya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang
berlaku. Pegawai mampu menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi, termasuk penyiapan doku-
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men rapat dan kegiatan kelembagaan DPRD. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala
dalam pelaksanaan tugas, terutama berkaitan dengan koordinasi antarbagian, ketepatan waktu penyelesai-
an pekerjaan pada saat beban kerja meningkat, serta responsivitas terhadap permintaan administrasi yang
bersifat mendadak.

Faktor kompetensi teknis, pengalaman kerja, dan dukungan pimpinan menjadi faktor yang mendu-
kung pelaksanaan tugas pegawai. Sementara itu, sistem evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya menggu-
nakan indikator yang terukur, peningkatan beban kerja pada periode tertentu, serta keterbatasan infrastruk-
tur digital menjadi faktor yang masih menghambat optimalisasi kinerja. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa peningkatan kinerja pegawai tidak hanya membutuhkan penguatan kapasitas individu, tetapi juga
perbaikan sistem organisasi yang mendukung proses kerja.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat perlu diarahkan pada pe-
nguatan sistem manajemen kinerja yang lebih terukur dan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan
melalui penyusunan indikator kinerja dan standar waktu pelayanan yang jelas, penguatan monitoring dan
pengawasan internal, pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan pekerjaan, pengelolaan beban
kerja yang lebih adaptif, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dokumen dan pela-
poran. Dengan langkah tersebut, proses administrasi diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif,
responsif, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.
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